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ABSTRAK 

Oldy Johan, NIM: 02113079, Akibat Hukum Penandatanganan Regional Trade 

Agreement (RTA) Bagi Negara Berkembang Anggota World Trade Organization (WTO), 

(Dibimbing oleh Nynda Fatmawati, S.H., M.H.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

mengenai kepastian hukum Negara berkembang atas ketentuan RTA, serta dampak perdagangan 

pada RTA bagi Negara berkembang. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) normatif, 

penelitian kali ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan 

juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan 

dilakukan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang 

ditemukan dalam penelitian ini adalah pertama, Adanya kebebasan dalam mengecualikan 

pengecualian prinsip Non Diskriminasi serta penerapan Prinsip Resiprositas oleh Negara maju 

pada para anggota RTA menimbulkan masalah karena membuat prinsip dasar WTO tentang 

Spesial and Differential Treatment Negara berkembang tidak dapat diterapkan pada RTA. 

Akhirnya membuat tidak terpenuhinya Hak Negara berkembang untuk mendapatkan jaminan 

atas kepastian hukum pada prinsip tersebut. Basic principle WTO sebagai aturan yang harus 

dipegang oleh perdagangan modern internasional nyatanya dikalahkan oleh ketentuan pada 

XXIV (dua puluh empat) GATT/WTO. Kedua, Negara berkembang yang dari awal berniat 

masuk kedalam RTA karena ingin lebih fokus kedalam penciptaan Trade Creation bersangkutan 

dengan tarif, tidak mengetahui bahwa Negara maju ikut serta dalam RTA yang berhubungan 

dengan Negara berkembang karena ingin mengakomodir tujuannya dalam penghapusan 

hambatan non tarif guna menguasai pasar dalam negeri Negara berkembang, hal yang tidak 

pernah bisa diselesaikan Negara maju didalam forum WTO. 

Kata Kunci: World Trade Organization, Regional Trade Agreement, Free Trade,Area, Negara 

Berkembang, Negara Maju. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Oldy Johan, NIM: 02113079, Effects Signing of Regional Trade Agreement (RTA) For 

Developing Countries Members of the World Trade Organization (WTO), (Guided by Nynda 

Fatmawati, SH, M.H.). This study aims to find out about the legal certainty of developing 

countries on the provisions of the RTA, as well as the impact of trade on the RTA for developing 

countries. This research is a (judicial) normative, the present study will use a basic analysis of 

the legislation and also some other legal documents to reach the goal on the research to be 

carried out, legal materials used are primary and secondary legal materials. The results found in 

this study is the first, the existence of freedom in the non-discrimination principle exclude 

exceptions as well as the application of Reciprocity Principle by developed countries on the RTA 

members pose a problem because it makes the basic principles of the WTO Special and 

Differential Treatment Developing countries can not be applied to the RTA. Finally made the 

unfulfilled Rights developing countries to obtain assurance on legal certainty to these principles. 

Basic principle of the WTO as a rule that must be held by modern international trade in fact 

defeated by the provisions of the XXIV (twenty four) GATT / WTO. Second, the developing 

countries from the beginning intend to enter into the RTA because it wanted to focus more into 

the creation of the Trade Creation concerned with tariffs, not knowing that the developed 

countries participating in the RTA related to developing countries because it wants to 

accommodate its goal the elimination of non tariff barriers in order to dominate the market in 

country developing countries, it can never be solved in the developed countries of the WTO 

forum. 

Keywords: World Trade Organization, Regional Trade Agreement, Free Trade, Area, 

Developing Countries, Developed Countries. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, ada beberapa 

pokok penting yang penulis dapat simpulkan sebagai berikut: 

1. WTO sebagai institusi perdagangan multilateral internasional menghendaki adanya RTA, hal 

ini tergambar dengan dimasukannya pasal tentang RTA pada pasal XXIV (dua puluh empat) 

GATT/WTO. Didalam pasal tersebut menerangkan diperbolehkannya RTA untuk 

mengecualikan pengecualian prinsip Non Diskriminasi, ketentuan ini yang membuat Negara 

maju memberlakukan prinsip Resiprositas pada seluruh anggota RTA. Adanya kebebasan 

dalam mengecualikan pengecualian prinsip Non Diskriminasi serta penerapan Prinsip 

Resiprositas oleh Negara maju pada para anggota RTA menimbulkan masalah karena 

membuat prinsip dasar WTO tentang Spesial and Differential Treatment Negara berkembang 

tidak dapat diterapkan pada RTA. Prinsip dasar WTO yang seharusnya bisa digunakan 

Negara berkembang sebagai instrumen dalam penerapan aturan WTO serta perlindungan 

bagi pembangunan ekonomi dalam negeri Negara berkembang telah hilang karena adanya 

ketentuan pada pasal tersebut. Akhirnya membuat tidak terpenuhinya Hak Negara 

berkembang untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum pada prinsip tersebut. Basic 

principle WTO sebagai aturan yang harus dipegang oleh perdagangan modern internasional 

nyatanya dikalahkan oleh ketentuan pada XXIV (dua puluh empat) GATT/WTO tersebut. 

2. Luasnya cakupan perundingan perdagangan dalam RTA membuat model perdagangan 

modern internasional ini begitu pesat berkembang. Selain itu, Lambat dan juga sering 

terhentinya pembahasan isu-isu perdagangan didalam forum Konfrensti Tingkat Menteri dari 

WTO membuat Negara maju mengalihkan perhatiannya kedalam blok perdagangan. Isu 



 

 

perdagangan seperti salah satunya kebijakan kompetisi maupun pembelanjaan pemerintah 

yang selama ini ditolak pada forum KTM oleh Negara berkembang. Negara berkembang 

yang dari awal berniat masuk kedalam RTA karena ingin lebih fokus kedalam penciptaan 

Trade Creation bersangkutan dengan tarif, tidak mengetahui bahwa Negara maju ikut serta 

dalam RTA yang berhubungan dengan Negara berkembang karena ingin mengakomodir 

kepentinganya dalam penghapusan hambatan non tarif guna menguasai pasar dalam negeri 

Negara berkembang, hal yang tidak pernah bisa diselesaikan Negara maju didalam forum 

WTO. Ada dua dampak yang akan terjadi atas adanya ketentuan dan juga unsur-unsur yang 

diterapkan para RTA. Yang pertama, ketentuan RTA membuat Negara  Negara berkembang 

tidak lagi dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya proteksionis dalam rangka 

menyelamatkan ataupun melindungi sektor-sektor industri dalam negerinya. Yang kedua, 

sifat pasif dari WTO yang membebaskan Negara-negara berlomba menciptakan RTA serta 

tidak mampunya WTO dalam menerapkan batas-batas cakupan perundingan dari RTA 

mengakibatkan terciptanya regionalisme yang bertentangan dengan sistem maupun prinsip 

dari WTO yang lama-kelamaan akan menghancurkan eksistensi WTO sebagai organisasi 

perdagangan internasional dengan sistem multilateral. 
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